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ABSTRACT
As the biggest archipelago, which has the most 3d
qctensive forest, Indonesia has a very big rcle in overcoming
the happeningofclimate change prcblems and global warming.
So, the wisdoms and rcstraintsforforcst damages must can be
imllemented as optimal as possible, so the management offorcst
in the futurc can be useful for Indonesia, together with the
particiption of international rcsident to oveteome the effects
of globalwarming.
Clean Development Mechanism (CDM) as one of the
inslrumentswhich available as the agreement of Prcteol KWto,
il nrned out that it gives opportunity to Indonesia to obtain the
Pruject ofCDM. By prcparingthe regulations and overcoming
the obstacles in either the central or territories, concern
institutionals or legislqtions which are interrclated, we have
opportunity to obtain the prcject ofCDM
Key Words : Global warming, Forcstry, The Prcject of CDM
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A. PENDAHULUAN
Latar Belakang
Sebagai Bangsa Indonesia kita patut bersyukur dilimpahi
nikmat yang demikian besar, mendiami negara kepulauan
(archipelego state) yang terbesar di dunia, memiliki kurang
lebih 17.506 pulau besar dan kecil. Kita dipersatukan ke dalam
wadah Negdra Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang
memiliki geografi yang demikian lengkap, daratan dan lautan
yang demikian luas yang terbentang di sepanjang garis
ktrafulistiwa, antara Sabang sampai Merauke. Negara Indonesia
yang disinari matahari ini kaya akan sumber daya alam di darat
dan di laut, iklim wilayah, ekosistem, hutan, flora dan fauna
sungai besar dan kecil, pegrurungan, pertambangan, perikanan,
terumbu karang, angin dan lain sebagainya. 3
Prof. Dr. Emil Salim Guru Besar Ekonomi Pembangunan
dari UI Jakarta mengemukakan bahwa pelaksanaan
pembangunan yang dibuat manusia menimbulkan perubahan.
Untuk itu sangat penting mengusahakan suatu cara, pola dan
kebijakasanaan pembangunan yang :
l. Minimal tidak mengganggu keseimbangan (equilibrium)
dari ekosistem dan maksimal hrut membina ekosistem
yang lebih stabil dan dinamis seimbang,
2. Membina ekosistem yang lebih beragam. Hal ini oleh
karena suatu lingkungan hidup memiliki tanaman, hewan
I Sarvrono Kuzumatrnadja: l9Xl. Pelesarian KeorclaragamanHalati danToman Nasional;
Malalah Simposium, Jaliarta, Halaman l6
a Emil Salim,l983; Lingkungan Hidup dan pembangunan; Cetakan Keernpat, Penerbit
Mutima, Jakarta, Haiaman 36
5 Lobby Loqman, melalui Kata Sambutannya dalam bukunyaAlam Setia Zain, 1996: Hulam
Linghtngan ,Konservasi Hutan, Penerbit Rineka Cipta, Jakarta ix
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dan sumber alam yang beranekaragam, mempunyai
jaringan interdependensi yang luas dan dengan begitu
mampu untuk menampung perubahan yang lebih besar
dan banyak, sehingga ekosistem ini akan lebih stabil. a
Seorang Guru Besar Hukum pidana Fakultas Hukum
Universitas Indonesia Prof. Dr. H.Lobby Loqman, SH.MH
tentang motto yang harus selalu kita ingat "kekayaan alam di
dunia ini adalah hutang kita kepada anak cuclt",oleh karenanya
harus dikelola sedemikian rupa sehingga anak cucu kita masih
bisa menikmati seluruh kekayaan alam, bukan untuk generasi
sekarang saja akan tetapi bagi semua umat manusia sepanjang
masa.5 Pengelolaan dan pemanfaatan kekayaan alam Indonesia
ini termasuk di dalamnya adalah pertanian, perkebunan,
pertambangan dan kehutanan.
Sedangkan Prof. Dr. H. Koesnadi Hardjasoemantri, SH,
ML, Guru Besarhukum lingkurgan dariFakultas Hukum UGM
memberikan penegasan tentang adanya dua fungsi pokok hutan
bagi manusia yaitu fungsi ekologis dan fungsi ekonomis.
Sebagai fungsi ekologis, hutan akan menghisap karbon dari
udara dan mengembalikan oksigen ke alam, selain itu hutanjuga menyaring udara kotor, Sehingga dengan hilangnya hutan
berarti juga udara bersih dan sejuk menjadi panas. Selain itu
hutan juga sebagai tempat hidup bermacam-macam tumbuhan,
hewan dan jasad renik lainnya.6
Sedangkan sebagai fungsi ekonomis, manusia telah
memanfaatkan hutan dari generasi ke generasi, berupa
6 Koesnadi Hardjasoemantri,l 993: Hukum Perlindungan, Konsen*asi Sumberdaln . Iam
Hayati dan Ekosistemnta; Edisi Pertama, Gadjah Mada uni'ersin press, yog'aliarta
Halaman 3.? Koesnadi Hardjasoemantri,lgg3: Ibid. tialaman 4
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pengambilan hasil hutan, terutama kayu, mulai dari kayu ramin,
mer:mti, ulin sampai dengan kayu bakar dimanfaatkan manusia
baik untuk keperluan sendiri ataupun sebagai penghasil devisa.
Bahkan bagi masyarakat tertentu hutan merupakan tempat
tinggal dan tempat mencari nafkah.T
Peraturan Presiden Nomor 7 Thhtur 2005 Tentang Rencana
Pembingunan jangka Panjang Nasional tahun 2004-2009,
mengenai pdrmasalahan dan agenda pembangunan Nasional,
butir ketiga menyebutkan bahwa kualitas manusia dipengaruhi
juga oleh kemampuan dalam mengelola sumber daya alam dan
lingkungan hidup. Permasalahan pokok yang dihadapi dalam
pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup adalah
tidak menyatunya kegiatan perlindungan fungsi lingkungan
hidup dengan kegiatan pemanfaatan sumber daya alam sehingga
sering melahirkan konflik kepentingan antara ekonomi sumber
daya alam (pertambangan dan kehutanan) dengan lingkungan.
Kebijakan ekonomi selama ini cenderung lebih berpihak
terhadap kegiatan eksploitasi sumber daya alam sehingga
mengakibatkan lemahnya kelembagaan pengelolaan dan
penegakan hukum..Sementara itu kualitas lingkungan juga terus
menurun yang ditunjukkan dengan meningkatkanya
pencem:ran air, udara dan atmosfu. Umumnya pencemaran air
dari kegiatan manusia disebabkan oleh kegiatan industri, rumah
tangga, pertambangan, kehutanan dan pertanian. Penyebab
pencemaran udara dan atmosfer dapat secara alami seperti
letusan gunung berapi, kebakaran hutan, dan lain-lain.
Perubahan kualitas udara dan atmosfer yang terladi secara
E Peraturan hesiden Nomor 7 Tahun 2005 Tentang RPJMN: Ibid: Halaman 15
e Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2005 Tentang RPJMN: Ibid, Halaman l5
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berkelanjutan dapat mengakibatkan terjadinya akumulasi
berbagai unsur dan senyawa yang membahayakan bagi
kelangsungan kehidupan ekosistem. serain penerapan prinsip-
prinsip pembangunan yang berkelanjutan ke dalam sistem,
organisasi maupun program kerja pemerintah baik di pusat
maupun di daerah masih belum berjalan dengan baik.8
'Di Indonesia telah terjadi degradasi hutan yang
disebabkan berbagai kegrakn ilegal meningkat, dari sekitar 1,6juta hektar per tahun pada tahun lgg5-lgg7 menjadi 2,1 juta
hektar per tahun pada tahrn 1997-200L Luas hutan kritis tirus
meningkat yang pada tahur 2000 telah mencapai seluas 23,2jutahektar. Degradasi hutan dan lahanyangterus berlanjut dapat
menyebabkan daya dukung ekosistem terhadap pertanian ian
pengairan semakin menurun dan mengakibatkan kekeringan dan
banjir.e
sebagaimana kita ketahui bahwa negara rndonesia sebagai
negara berkembang telah ikut serta menandatan girri protokol
Kyoto dan telah meratifikasi merarui undang undang Nomorl7 Tahun 2004. Hal ini membuka peluang peran Indonesia
dalam melaksanakan kesepakatan protokol Kyoto, melalui
berbagai mekanis'me antara lain Joint Implementation (JI),
Emisi Trading, dari Clean Development Mechanism lCfiM;
khususnya kebrjakan kehutanan dan regulasinya yang tepat akan
memberikan andil dalam mengurangi dampak p"runurun
global.
f 0 Jaya Nu|aya dan Daryono ;2oo7: pembahan lkrim dan penyebabnya;Marrarahserninar
Nasional Tanggal 23 April 2007, di uruversitas negen yogratarta (tNy), yogvakarta,
Halaman I
'r Jaya Murjaya dan Daryono, 20Oj: Ibid:Halaman I
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RUMUSAN MASALAH
Selanjutnya berdasarkan uraian dalam latar belakang
tersebut di atas maka dapat dikemukakan rumusan masalah
sebagai berikut :
L Bagaimana kebijakan kehutanan di Indonesia dalam
menjawab tantangan terjadinya pemanasan global dewasa
ini ?
2. Bagaimart'a regulasi kehutanan lndonesia menyikapi hotokol
Kyoto serta kaitannya dengan peluangnya terhadap investasi
Proyek CDM ?
B. ANALISIS/PEMBAHASAN
Pemanasan Global dan Pengendalian Kerusakan Hutan
Isu global yang sekarang negara industri dan negara
berkenrbang di dunia saat ini adalah tentang perubahan iklim
dan pemanasan global. Untuk itu, sebagai negara terbesar dan
terluas kepemilikan hutannya setelah Brasilia, negara Indonesia
memerlukan kebrjakan dan pengendalian hutan yang efisien
dan efektif guna.mengatasi terjadinya pemanasan global.
Pefiemuan "United Nations Clemate Change 2007" yang
diselenggarakan pada tanggal 3 - 14 Desember 2007 di
Denpasar Bali, mencoba mencari solusi dalam pengelolaan
hutan sebagai investasi Proyek CDM.
1. Ancaman Pemanasan Global (Global Warming)
Perubahan iklim global merupakan isu yang berkembang
di dunia setelah memperhatikan perkembangan hasil purtauan
global yang berkesinambungan. Dari perkembangan yang ada
pada umumnya telah dapat memberi gambaran tentang
200
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perkembangan iklim yang berlangsung dimuka bumi. Berbagai
hipotesa dan kajian menunjukkan adanya evolusi yang
berlangs'ng dan menuju pada suatu wawasan perubahan iklim
secara gobal. Dengan bentuk dan wujud perubahan iklim global
' yang ditunjukkan dengan adanya kecenderungan naiknya suhu
udara di masa datang yang disebut sebagai pemanasan globar(Global Worm).to
Perubahan Iklim merupakan isu internasional sejak saat
diselenggarakan Konferensi Tingkat Tinggr (KTT) Bumi di Rio
de Jeneero, Brasil pada tahun 1992, yaitu dengan ditandai
dibentuknya badan dunia yang dikenal dengan nama
lntergovememental Panel on clime change (Ipcc). pada saat
inilah perubahan iklim dibahas tentang penyebab dan dampak
yang akan ditimbulkan serta cara-cara menanggulangi, sekaligus
menekan dan mengendalikan laju perubahan iklim, sehingga
dapat dicapai adanya upaya-upaya mengatasinya baik r."*
nasional maupun secara internasional.il
Banyak fakta dan contoh bencana akibat cuaca dan ikrim
misalnya tanah longsor akibat hujan lebat, kerusakan akibat
badai, kegagalan panen karena musim kemarau atau karena
banjir. Semua ini disebabkan oleh perubahan cuaca dan iklim
yang datangnya mendadak tanpa tanda dan berlalu pergi tanpa
permisi dengan meninggalkan kerugian baik harta maupun jiwa.
Apalagi sebagai negara kepulauan maka perubahan iklim akan
sangat besar pengaruhnya bagi lingkungan hidup, untuk itu dapat
dikemukakan dampak perubahan iklim unhrk lndonesia yaitu:r2
12 surat Kabar Harian " Kompas", Hari sabtu, Tanggal 23 Jrxti loo7:perubahan lkrim,
tr{enggugat Posisi Tawar Indonesra : Halaman 3g
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a. Sektor Kesehatan, antara lain :
l).Faktor iklim berpengaruh terhadap risiko penularan
penyakit tular vector seperti demam berdarah dengue
(DBD).dan malaria.
z).Semakin tinggr curah hujan, kasus DBD akan meningkat.
3). Sedang suhu berhubungan negatif dengan kasus DBD,
karena itu peningkatan suhu udara per minggu akan
menurunkan kasus DBD.
4).Penderita alergi dan asma akan meningkat secara
signifrkan.
5).Gelombang panas yang melanda Eropa tahun 2005
meningkatkan angka "heat stroke" (serangan panas kuat)
yang mematikan, infeksi salmonela, dan "hay fever"
(demam akibat alergr rumput kering).
b. Sumber dan Manajemen Air Tawar
Pada pertengahan abad ini, daerah subtropis dan tropis
yang kering akan mengalami kekurangan air sebanyak 10-30
persen sehingga terancam bencana kekeringan.
c. Ekosistem
l).Sekitar 20-30 persen spesies tanaman dan hewan akan
punah bila suhu rata-rata global naik I ,5-2,5 derajat
celcius.
2).Tingkat keasaman laut pun akan naik. Karbon dioksida
di atmosfer diperkirakan membawa dampak negatif pada
organisme laut seperti terumbu karang dan spesies lain
yang bergantung pada orgasme tersebut.
d. Pangan dan Hasil Hutan
l).Produktivitas pertanian di daerah topis akan menwun
jika suhu rata-rata global meningkat l-2 derajat celcius.
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2). Bencana kelaparan meningkat.
3).Frekuensi kekeringan dan banjir yang meningkat akan
memberi dampak negatif pada produksi lokal sektor
penyediaan pangan daerah subtropis dan hopis.
4). Penyebaran dan reproduksi ikan pun akan terkena dampak
negatif peningkatan suhu regional.
e. Pesisir dan Dataran Rendah/Tinggi
l).Daerah pantai akan semakin rentan terhadap erosi.
2).Tahun 2080 diperkirakan akan adajutaan orang terkena
banjii setiap tahun akibat naiknya permukaan air raut.
Resiko terbesar terjadi di dataran rendah padat penduduk,
khususnya delta-delta Asia dan Afrika serta pulau_pulau
kecil.
3). Setiap tahun kerugian akibat bencana tanah longsor
mencapai sekitar Rp 800 miliar dan jiwa yang terancam
sekitar satu juta.
f. lndustri, Pemukiman, dan Masyarakat
I ). Daerah bantaran strngai dan pesisir menjadi wilayah yang
sangat rentan.
2). Masyarakat yang menggantungkan hidup pada sumber
daya yang sensitif terhadap iklim juga menjadi bagran
yang sangat rentan, terutama mereka yang tinggal di
wilayah dengan sistem urbanisasi yang berlangrung,*gat
cepat.
3).Komunitas miskin juga akan sangat rentan karena
kapasitas adaptasi mereka yang sangat terbatas.
Pemanasan Global terah mendapatkan perhatian dunia
sejak adanya konvensi perubahan iklim pada bulan Juni tahtur
1992 dt Rio de Jeneiro, Brasil yang telah menghasilkan The
fuo Declaration on Enveronment and Development. Hal pokok
Kebijakaa Doa Pengendalian Kentsakot Hntaa kfi adap.........(Bucli Haadoj o)
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sebagai keputusan yang termuat didalam The Framework
Convention on Climate Change adalah, kesediaan negara-neg:lra
maju untuk mernbatasi emisi gas rumah kaca dan melaporkan
secara terbuka mengenai kemajuan yang dip€rolehnya dalam
'hubungan tersebut. Negara-negara maju juga sepakat untuk
membantu negara-negara berkembang dengan sumber daya dan
teknologi dalam upaya negara-negara berkembang untuk
memenuhi kekaj iban sebagaimana tercanhm dalam konvensi.' 3
Kemudian konvensi tersebut berlanjut pada tahun 1997 dengan
dikeluarkannya Protokol Kyoto yang menghasilkan adanya
kesepakatan bagi beberapa negara untuk menurunkan ernisi gas
rumah kaca (GRK).
Pengertian pemanasan Global merupakan gejala
meningkatnya suhu rata-rata permukaan bumi akibat
peningkatan Jumlah emisi gas rumah kaca (GRK) di atmosfir.
Pemanasan Global biasanya akan diikuti dengan perubahan
iklim seperti curah hujan dibeberapa belahan dunia sehingga
menimbulkan banjir dan erosi. Adapun di belahan bumi lainnya
akan mengalami musim kering yang berkepanjangan akibat
kenaikan suhu. Benua Amerika sebagai penghasil gas rumah
kaca terbesar mengakibatkan peningkatan curah hujan selama
1990-2000. Sebaliknya di benua Afrika curah hujan menunm
pada kadar emisi CO2 yang dihasilkan rendah.ta
Proses terjadinya Efek rumah kaca (Green house effect)
adalah apabila suhu bumi mengalami peningkatan akibat efek
rumah kaca sehingga terjadi pemanasan global di mana-mana.
Peningkatan suhu ini terjadi akibat ektivitas manusia yang
rr Koesnadi Hardjasoemantn,2o05: Hukum tata Lingkungan, Penerbit Gadjah Mada
{Jniversitl', Yogyakarta, Halaman 29.
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menyebabkan peningkatan gas mmah kaca, seperti karbon
dioksida alam. Aktivitas untuk jelaskan dapai disebutkan
kelompok yang tergolong gas rumah kaca adalah sebagai
berikut:r5
. a. Karton Dioksida (CO2)
b. Methana (CH4)
c. Dinitro Oksida (N2O)
d. Hidrofluoro Carbon GmC)
e. Perfluorocarbon(pFC)
f. Sulfrrr Jheksafluorida(SF6)
g: Chloro Fluoro Carbon (CFC)
Negara Indo.nesia sebagai negara kepulauan yang
memilikr hutan tropis terbesar seterah negara Brasiria, ternyata
tidak dapat menghindar masalah pemanasan, yang disebabkan
oleh beberapa kegiatan manusia dalam rangku meningkatkan
konsumsi kenyamanan kehidupan. pada uraian di bawatr ini
disampaikan penyebab pemanasan global, yaitu :16
a. Pembakaran bahan bakar fosil seperti minyak bumi,
batubara, gas alam yang dipakai oreh aktivitas industri dan
kendaraan bermotor
b. Kerusakan hutan, terutama kebakaran hutan yang
melepaskan Gas CO2
c. Aktivitas pertanian, seperti sawah tergenang menghasilkan
gas methana, pemanfaatan pupuk menghasilkan gas N2O,
I' surat Kabar harian KoMpAS;pemanasan Global, Ancam Kehidupan manusia: Tanggar23 Juni 2007, Halaman 35.
15. wisnu Arya wardanal usaha Mengurangi pernanasan Globar dengan menambal r,obangOzon; Makalah Seminar t,nirersitas Negeri yogyaliarra, orgea ii;p;i;00;, itut#;
4.
16 Surat Katrar Flarian KOMpAS, Ibid ;Halaman 35
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dan pembakaran padang sabana dan sisa pertanian
melepaskan Gas CO2
d. Aktivitas peternakan, terutama kotoran ternak yang
membusuk melepaskan gas CH4.
. e. Pembuangan sampah, yang telah menghasilkan gas methana
yang diperkirakan 1 ton sampah menghasilkan sekitar 50 kg
gas'methana.
Selanjutnya sebagai dampak pemanasan global terhadap
negara seperti lndonesia antara lain yaitu :t7
a. Kenaikan temperatur, yaitu peningkatan suhu udara 0,3oC
sejak 1990.
b. Perubahan musim, yaitu pola curah hujan yang tidak
menentu, banjir, dan longsor sedangkan di tempat lain
mengalami kekeringan.
c. Permukaap air laut naik mengakibatkan, yaitu :
l).Beberapa pulau-pulau kecil akan hilang.
2).Garis pantai akan mundur lebih dari 60 cm ke arah darat,
nelayan kehilangan tempat tinggal.
3).lntrusi air laut makin meluas.
4).Ekosistem hutan bakau rusak
5). Sifat biofisik dan biokimia di zona pesisir berubah.
6). Terjadi perbedaan tingkat air pasang dan surut di beberapa
daerah aliran sungai.
d. Sektor perikanan, akan mengakibatkan :
l).Pemutihan karang, jumlah terumbu karang akan menunur
dan komposisi ikan laut berubah.
2). Mengganggu kehidupan ikan jenis tertentu, migrasi ikan
ke wilayah lain yang lebih dingu.
'? Surat Kabar harian; Ibid; Halaman 35
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Seklor kehutanan, mengakibatkan :
l).Beberapa spesies flora fauna akan punah karena tidak
mampu beradaptasi.
2).Kebakaran hutan karena peningkatan suhu
Sektor pertanian, yaitu akan terjadi keterlambatan musim
tanam atau panen, ketahanan pangan terganggu.
Sektor kesehatan, yaitu akan terjadi peningkatan frekuensi
penyakit tropis seperti malaria dan demam berdarah.
2. Kebijakan dan Pengendalian Kerusakan Hutan
Semenjak orde baru lahir dan sampai saat kita memasuki
orde reformasi pemerintah telah mengeluarkan kebijakan
pengelolaan hutan dan pemanfaatanya yang secara jelas
memberikan penegasan mengenai frurgsi hutan ada 3 macam,
yaitu :r8 (l). Fungsi Hutan Konservasi, (2). Fungsi Hutan
Lindung, dan (3). Fungsi Hutan Produksi.
Pertama fungsi Hutan Konservasi ialah kawasan hutan
dengan ciri khas tertentu yang mempunyai fungsi pokok
pengawetan keanekaragaman tumbuhan, satwa serta
ekosistemnya. Dalam fungsi konservasi ini meliputi fungsi
utama yang diemban oleh hutan adalah kawasan hutan suaka
alam, kawasan hutan pelestarian alam, dan taman buru.
Sedangkan kawasan hutan suaka alam dikelompokan menjadi
tiga jenis yaitu taman nasional, taman hutan raya, dan taman
18 Perlu diketahui bahwa tru Nomor 5 lbhun I 967 telah dicabut kemudian di perbarui dengan
UU Nomor 4l Tahun 1999 Tentang Kehutanan, tercantum dalam pasal 6 a;,at (l ).
' ' AMul Khaknn,2ool: Pengantar Huhtm kelrutaran Indonesia, dalant Era otonnmi Daeruh,
PT.CitraAditya Batli, Bandung, Halaman 39-40, hal itu merupakan sebagaimana termuar
secara jelas dalam undang-undang Nomor s rahun l99o rentang Konseruasi sumber
Dayla AIam Hayati dan Ekosistemnya
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wisata alam. Kedua, fungsi Hutan Lindungialah kawasan hutan
yang mempunyai frmgsi pokok perlindungan sistem penyangga
kehidupan, yaitu untuk mengatur tata air, mencegah banjir,
mengendalikan erosi, mencegah intmsi air laut, dan memelihara
'kesuburan tanah. Kettgafungsi Hutan Produksi ialah kawasan
hutan yang mempunyai firngsi pokok memproduksi hutan.re.
Menurut Alam Setia Zain berdasarkan peraturan
perundang-rlndangan ditafsirkan bahwa perusakan hutan
mengandung pengertian yang bersifat dualisme. Di satu sisi
perusakan hutan yang berdampak positif dan memperoleh
pers.etujuan pemerintah tidak dapat dikategorikan sebagai
tindakan yang melawan hukum. Di sisi lain perusakan hutan
yang berdampak negatif (merugikan) adalah suatu tindakan
nyata melawan hukum dan bertentangan dengan kebijakan atau
tanpa persetqiuan pemerintah.2o
Terdapat beberapa faktor penyebab timbulnya kerusakan
hutan, di antaranya adalah sebagai berikut :2r
a. Kerusakan hutan dapat terjadi akibat perbuatan karena
kesengajaan subyek hukum meliputi manusia dan atau badan
hukum.
b. Kerusakan hutan dapat terjadi akibat perbuatan karena
kelalaian subyek hukum meliputi manusia dan atau badan
hukum.
c. Kerusakan hutan dapat terjadi karena temak dan kejadian
alam, misalnya gempa bumi, letusan gunung, banjir, dan
sebagainya.
20 Alam Setia Zain,l996: Opcit ; Halaman 5
2r Alam Setia Zain, 1996, Ibid; Halaman 6
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d. Kerusakan hutan dapat terjadi karena serangan hama dan
penyakit pohon.
Dampak penting akibat dari perusakan hutan dan
pemalakkan liar tersebut adalah terus menurunnya kondisi hutan
. Indonesia. Hutan merupakan salah satu sumber yang penting,
tidak hanya dalam menunjang perekonomian nasional tetapijuga dalam menjaga daya dukung lingkungan terhadap
keseimbangan ekosistem.
Menurut PP Nomor 7 Tahun 2005 terdapat beberapa
permasalahan pengelolaan kehutanan dan bersama lingkungan
yang menjadi titik lemah selama ini, antara lain :
a. Sistem pengelolaan hutan secara berkelanjutan belum
optimal dilaksanakan, artinya belum dilkasanakannya sistem
pengelolaan hutan yang bersifat lestari dan berkelanjutan
(sustainable forest management) yang memperhatikan aspek
ekonomi, sosial dan lingkungill secara bersamaan
b. Pembagian wewenang dan tanggung jawab pengelolaan
hutan belum jelas antara pemerintah pusat dan daerah belumjelas, oleh karena belum adanya kesepahaman dan kurangnya
pengahran menjadi berbeda-beda penafsirannya, akibatnya
kondisi hutan cenderung tertekan dan menjadi korban.
c. Lemahnya penegakan hukum terhadap pembalakan liar(illegal logging) dan penyelundupan kayu hal oleh karena
tingginya biaya pengelolaan hutan, lemahnya pengawasan
dan penegakan hukum mengakibatkan perencanaan hutang
kurang efektif atau bahkan tidak berjalan.
d. Rendahnya kapasitas pengelola hutan, oleh karena sumber
daya manusia, pendanaan, sarana-prasarana, kelembagaan,
serta insentif bagi pengelola kehutanan sangat terbatas, di
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samping itu partisipasi masyarakat untuk ikut serta
mengirmankan hutan juga sangat rendah.
e. Belum berkembangnya pemanfaatan hasil hutan nonkayu dan
jasa-jasa lingkungan, hasil penelitian diperkirakan nilai hasil
hutan kayu hanya 7 oh, dan sisanya 93 o/o berxal dari nilai
jasa ekosistem hutan, seperti nilai hutan sebagai sumber air,
keanekaragaman hayati, udara bersih, keseimbangan iklim,
keindahan alam, dan kapasitas asimilasi lingkungan yang
memiliki manfaat besar sebagai penyangga sistem
kehidupan.
f. Tingginya ancaman terhadap keanekaragaman hayati
(biodiversuty) oleh karena kerusakan ekosistem dan
perburuan liar yang dilatarbelakangi rendahnya kesadaran
masyarakat menjadi ancaman utama bagi keanekaragaman
hayati di lndonesia.
g. Masih rendahnya kesadaran masyarakat dalam pemeliharaan
lingkungan hidup
h. Serta belum harmonisnya peraturan perundang-undangan
lingkungan hidup.
Selanjutnya sebagai arah urtuk mencapai sasaran tersebut
di atas maka kebijakan pembangunan kehutanan saat ini
dikaitkan dengan lingkungan hidup adalah untuk :22
a. Memperbaiki sistem pengelolaan hutan dengan
meningkatkan keterlibatan masyarakat secara langsung
dalam pengelolaan hutan, meningkatkan koordinasi dan
penguatan kelembagaan dalam wilayah DAS, serta
meningkatkan pengawasan dan penegakan hukumnya,
?2 PP Nomor 7 Tahun 2005: opcit ; Halaman 347
2t0
b. Meningkatkan kesepakatan antar tingkat pemerintahan dan
mengimplementasikan pembagian wewenang dan
tanggungjawab pengelolaan hutan.
c. Mengefektiftan sumber daya yang tersedia dalam
pengalolaan hutan
d. Memberlakrkan moratorium di kawasan tertenfu
e. Memanfaatkan hasil hutan nonkayu dan jasa lingkungannya
secara optimal
Untuk menerjemahkan sasaran pembangunan dan arah
f9!,t:"t- pembangunan kehutanan lima tahun kedepan tahun2004-2009 Peraturan presiden Nomor 7 tahun 2ir05, telah
menetapkan program memanfaatkan hutan secara lebih efisien,
optimal, adil dan berkelanjutan dengan mewujudkan unit-'nit
pengelolaan hutan produksi lestari dan memenuhi kaidah
sustainable Forest Management (sFM) serta didukung oleh
industri kehutanan yang kompetetif atau dikenal dengan-nama
Program Pemantapan Pemanfaatan potensi Sumber Daya Hutan.
Kegiatan pokok yang tercakup dalam program ini meliputi :
a. Penetapan kawasan hutan;
b. Penetapan kesatuan pengelolaan hutan khususnya di ruarjawa;
c. Penatag,naan hittan dan pengendalian alih firngsi dan status
kawasan hutan;
d' Pengembangan hutan kemasyarakatan dan usaha perhutanan
rakyat;
e. Pembinaan kelembagaan hutan produksi;f. Pengembangan sertifikasi pengelolaan hutan lestari
g. Pengambangan hasil hutan nonkayu dan jasa lingkungannya
Te{adinya perusakan hutan dan kejahatan illegal togg.e
termasuk ke dalam konteks manajemen lingkungan, Ctre.iyt
Kebljahan Dan Pengendalian Kausakan Hutan Tcrhadap.........(Badi Haadojo)
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E.Wassemar menyampaikan beberapa hal yang mendasari
pentingnya penegakan hukum lingkungan adalah :8
a. Efektivitas Program (Program Effictiveness) yaitu program
yang menjadi tumpuan dari diundangkannya peraturan
perundang-perundangan di bidang pengelolaan lingkungan
hidup, untuk melindungi lingkungan yang sehat dan baik,
serta perlindungan pelestarian daya dukung lingkungan,
semua akan efektif apabila dilaksanakan taat asas melalui
penegakan hukum.
b. Alasan Keadilan (Equity) yaitu sikap yang tegas dan
konsisten terhadap pihak yang tingkat ketaatannya rendah
adalah sangat penting untuk mencegah pihak-pihak yang
tingkat ketaatannya rendah mengambil keuntungan dari
pelanggaran yang dilakukan. Sedangkan di sisi lain pihak
yang tingkat ketaatannya tingg mengalami kerugian karena
perl4kuan diskriminatif, sikap yang tidak konsisten dan tegas
terhadap pelanggar mengakibatkan ketidak-adilan.
c. Alasan Iftedibilitas (Credibility) yaitu adanya kredibilitas
institusi pemerintah akan terjaga dengan baik bahkan
cenderung meningkat kewibawaannya apabila hukum yang
telah diundangkan tersebut dilaksanakan secara konsisten
dan sungguh.
d. Alasan Efisiensi Ekonomis (Economic Effeciency) yaitu
bahwa penegakan hukum yang konsisten merupakan langkah
yang secara ekonomis sangat efi sien. Timbulnya pelanggaran
peraturan perundang-undangan lingkungan yang
?r Koemadi Hardjasoemantri & Harry Supriyono, 2OO6: Hukum Lingkungan; penerbit
Universitas Tetbuka, Jakarta, pada Buku Materi Pokok Lingkungan I l2llModul 6
Kegiatan Belajar 1, Hal 63
2{ Sural Kabar }larian KOMPAS, Ibid, Halaman 37
2t2
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n. Biasakan tidak membdcar sampah dr pekamngan nmah.
o. Mengupayakan proses daur ulang kertas-kertas atau kaleng
bekas.
p. Menggunakan kertas dengan hemat.
. 
q. .fangan membukn lahan dengan membskar.
r Penebangan pohon harus diikuti dengan penanaman
kembali.
s. Mendaur ulang limbah.
t. Menghindari penggunaan tas belanja dari plastik.
Regulasi dan Pentingnya Proyek CDM Sektor Kehutanan
Nampaknya pemerintah Indonesia dalam menyikapi
Protokol Kyoto sudah tepat dengan melakukan pengesahan
sebagaimana termuat dalam UU Nomor 17 tahun 2004 Tentang
Pengesahan Kyoto Protocol to the UNFCCC, sehingga
diperluftan kesiapan aspek regulasi bidang kehutanan dalam
CDM sektor kehutanan.
l. Regutasi Kehutanan dan Protokol Kyoto-1997
Amanat Undang Undang Dasar (UUD) 1945 hasil
amandemen, menyebutkan pada Pasal 33 ayat (3) Bumi, air
dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh
negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran
rakyat dan ayat (4) Petekonomian nasional diselenggarakan
berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan,
efi siensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan,
kemandirian serta dengan menjaga keseimbangan konajuan dan
kesatuan ekonomi nasional.2s Oleh sebab itu cabang-cabang
produksi yang penting bagr negara dan yang menguasai hajat
hidup orang banyak harus dikuasai negara , kalau tidak tampuk
2t4
produksi jatuh ke tangan orang-seorang yang berkuasa dan
rakyat yang banyak ditindasnya.
Hutan sebagai sumber daya alam yang dapat diperbarui
atau terpulihkan maka kewenangan penguasaan hutan oleh
. negara, diah'dalam undang-Undang Nomor 4l rahrur 1999
Tentang Kehutanan (uuK) pada pasar 4 menyebutkan bahwa:(l)' semua hutan di dalam wirayah Repubrik Indonesia
termasuk kekayaan alam yang terkandung di dalamnya
dikuasai oleh negara untuk sebesar-besai kemakmuran
rakyat
(2). ?enguasaan hutan oleh negara sebagaimana dimaksud ayat(1) memberi wewenang kepada pemerintah untuk
a. mengatur dan mengurus segala sesuatu yang berkaitan
dengan hutan, kawasan hutan dan hasil hutan;
b. menet4pkan status wilayah tertentu sebagai kawasan
hutan atau kawasan hutan bukan sebagai kawasan hutan;
c. mengafur dan menetapkan hubungan_hubungan hukum
antara orang dengan hutan, serta mengafur perbuatan_
perbuatan hukum mengenai kehutanan.
(3). Penguasaan hutan oleh negara tetap memperhatikan hak_
hak masyarakat hukum adat, sepanjang kenyataannya masih
ada dan diakui keberadaannya, serta tidak bertentangan
dengan kepentingan-kepentingan nasional.
Berdasarkan hak penguasaan negara tersebut maka dalam
pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam hutan
pemerintah wajib memperhatikan asas pembangunan
25 Termuat dalam truD .045 Hasir.4mandemen dan proses,4mandemen secara tengtap,
lh.ususlyB ayat (4) merupakan hasil perubahan periode keempat pada sidang wn-nrTahun 2002 yang telah Menetapkan perekonomian disusun dengan p"*iungunun
berkelanjutan dan berwawasan lingLrrngan.
Kcbija*an Doa Pengendalian Kerusakan Harea Tert ad4p.........(Budi Han dojo)
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berkelanjutan (sustinable development) dan berwawasan
lingkungan. Sejalan dengan asas tersebut maka tujuan
penyelenggaraan kehutanan di Indonesia, termuat pada pasal 3
Undang-Undang Kehutanan yaitu; Penyelenggaraan kehutanan
bertujuan untuk sebesar-besamya kemakmuran rakyat yang
berkeadilan dan berkelanjutan, dengan :
a. Menjamin keberadaan hutan dengan luasan yang cukup dan
sebaran yang proporsional;
b. Mengoptimalkan aneka fungsi hutan yang meliputi fungsi
konservasi, fungsi lindung dan fungsi produksi untuk
mencapai manfaat lingkungan, sosial, budaya, dan ekonomi
yang seimbang dan lestari;
c. Meningkatkan kemampuan unhrk mengembangkan kapasitas
dan keberdayunn masyirakat secara partisipasif, berkeadilan
dan berw.awasan lingkungan sehingga mampu menciptakan
ketahanan sosial dan ekonomi serta ketahanan terhadap
akibat perubahan eksternal; dan
d. Menjamin distribusi manfaat yang berkeadilan dan
berkelanjutan
Wewenang pengelolaan lingkungan tertuang dalam
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan
Lingkungan Hidup (LJUPL$ pada Pasal 8 yang menetapkan :26
Undang-undang Nomor23 Tahun 1997
(1) Sumber daya alam dikuasai negara dan dipergunakan untuk
sebesar-besar bagi kemakmuran rakyat, serta pengaturannya
ditentukan oleh pemerintah.
26 Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 Tentang Pengelolun Linghtngan Hidup (IlUPUl)
iai merupakan pengganti undang-undang Nomor 4 Tahun 1982 Tentang ketentuan-
kelentuan Pokok Pergelolaan Lingkurgan Hidup (JIJLH).
216
Keb ijakan Daa Pengendalia a Kerusahan Hatan Tert sdap....,...-(Budi Hae dojo)
(2) untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud
pada ayat (l) tersebut pemerintah :
a. Mengatur dan mengembangkan kebijaksanaan dalam
rangka pengelolaan lingkungan hidup;
b. Mengatur penyediaan, peruntukan,
pengelolaan lingkungan hidup, dan
. kembali sumber daya alam, tennasuk
genetika;
penggunaan,
pemanfaatan
sumber daya
c. Mengaturperbuatan hukum dan hubungan hukum antara
orang dan atau subyek hukum lainnya serta perbuatan
hukum terhadap sumber daya alam dan sumber daya
buatan, termasuk sumber daya genetika;
d. Mengendalikan kegiatan yang mempuanyai dampak
sosial,
e. Mengembangkan pendanaan bagi usaha pelestarian
f,rngsi lingkungan hidup sesuai peraturan perundang_
undangan yang berlaku.(3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih
lanjut dengan Peraturan pemerintah.
Menurut Hhsanu Simon dalam bukunya tentang ..
Membangun Kembali Hutan Indonesia"menyatakan bahwa UU
Nomor 4l Tahun 1999 Tentang kehutanan tersebut pada
dasarnya masih berjiwa paradigma lama (timber monagement)
sedangkan konsep FKKM berjiwa paradigma pengeloraan hutan
yang baru,yaitu social foristry. Singkatnya UU Nomor 4lTahun
1999 jelas tidak dapat menjawab tantangan pengelolaan hutan
nasional, karena jiwanya berorientasi ke pengelolaan hutan yang
harusb ditinggalkan.Paradigma pengelolaan hutan Uu* yung
sudah dideklarasikan oleh rimbawan seluruh dunia tatrun iqzs
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di Jakarta adalah social forestry yang menjamin kepentingan
para pihak termasuk pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat
luas.Tanpa memperhatikan semua kepentingan secara
demokratis dan proporsional cita-cita pengelolaan hutan lestari
tidak mungkin dapat diwujudkan.2T
Setelah UU Nomor 4l Tahun 1999 tersebut berjalan
kenyataan yang dapat dirasakan bukan perbaikan manajemen
hutan besertd hasil-hasilnya akan tetapi justru pangaruh positif
itu masih kurang. Penjarahan dan penebangan hutan yang tidak
mengikuti kaidah-kaidah pengelolaan hutan lestari tidak dapat
ditegakkan. Hal ini diperparah lagl oleh karena perubahan
pengelolaan hutan yang dicita-citakan reformasi tidak terwujud,
bahkan terhambat dari tiadanya perintah undang-turdang untuk
menyusun peraturan pemeritah sebanyak l0 buah, hanya dapat
direalisasi dengan terbitnya PP.34 Tahun 2002 tentang tata
hutan, dan penyusunan rencana pengelolaan hutan, pemanfaatan
hutan, dan penggunaan hutan.
Pembangunan hutan di Indonesia semenjak tahun 2001
menimbulkan pertengkaran antara Departemen Kehutanan dan
Departemen Pertambangan dan Energi, pertengkaran itu terjadi
karena banyak perusahaan tambang yang terganjal operasinya
eksplorasi tambang secara terbuka di kawasan hutan lindung
tidak diperkenankan oleh UU Nomor 4l Tahun 1999. Untuk
meredakan pertengekaran tersebut Presiden Megawati
Soekarnoputri mengeluarkan Perpu Nomor I Tahun 2004,
2' Flasanu Simon,2004: Manbangun Kernbali hutan Indonesia; Pusaka pelajar'
Yogyakarta lfulaman 87.
2t Flasanu Simon, 2004: ibid; Halaman 89
2e Koesnadi Hardjasoernanri, 2005: Opcit; Halaman 29-30
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tertanggal I I Maret 2004. Perpu terserbut singkat isinya sangatjelas, yaitu mengijinkan semua perusahaan tambang untuk
melanjutkan operasinya di kawasan hutan lindung sekalipun,
sampai ijin yang sudah diperoleh sebelumnya keluar berakhir2s.
Selanjutnya sebagai negara yang merdeka dan menjadi
anggotaperserikatan Bangsa Bangsa (PBB), Indonesia telah ikut
serta dalam dalam konfensi perubahan iklim dunia yang telah
menyepakati.tentang United Nation of Framework Convention
on Climate Change ([JNFCCC), yang dalam Pasal 3 konvensi
menyebutkasn prinsip-prinsip sebagai berikut :2e
a; Para pihak harus melindungi sistem iklim untuk
kepentingan generasi kini dan yang akan datang, atas dasar
keadilan dan sesuai tanggung jawab bersama yang
berbeda-beda sesuai dengan kemampuannya masing-
masing.
b. Kebuhrhan tertentu dan keadaan khusus dari pihak negara
berkembang terutama yang rawan terhadap perubahan
iklim yang merugikan bagi pihak lain.
c. Para pihak harus mengambil tindakan pencegahan untuk
mengantisipasi, mencegah dan mengurangi penyebab dari
perubahan iklimdan meringankan akibat kerugian.
d. Semua pihak mempunyai hak untuk memajukan
pembangunan berkelanj utan.
e. Semua pihak harus.bekerja sama untuk mengembangkan
sistem ekonomi internasional yang menunjang dan
bersifat terbuka menuju perumbuhan ekonomi dan
pembangunan bagi semua pihak.
Kesepakatan konvensi UNFCCC tersebut pemerintah
Indonesia telah meratifikasi melalui Undang-undang Nomor 6
Tahun 1994 Tentang Pengesahan Mengenai United Nations
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Framework Convention on Climate Change (UNFCCC) sebagar
hukum positif dan berlaku secara syah di lndonesia.
Sebagai tindak lanjut UNFCCC tersebut pada tahunl997
di negara Jepang telah disepakati tentang Protokol Kyoto,dan
. nega.ra Indonesia sebagai bagian dari masyarakat internasional
telah meratifikasi kedalam Undang Undang Nomor 17 Tahun
2004 Tentang Pengesahan Kyoto Protocol to The United Nation
Framework on Climate Change. Pada intinya materi pokok yang
terkandung dalam protocol Kyoto, antara lain adalah ,
a. Difinisi
b. Kebijakan dan cara
c. Target penurunan emisi
d. Implementasi Bersama
e. Tanggung Jawab bersama yang dibedakan
f. Mekaqisme Pembangunan Bersih
g. Kelembagaan
h. Perdagangan Emisi
i. hosedur Penataan dan penyelesaian sengketa.
Dengan mengesahkan Protokol Kyoto tersebut Indonesia
mengadopsi Protokol Kyoto sebagai hukum nasional untuk
drjabarkan ke dalam kerangka peraturan perundang-turdangan
dan kelembagaan sehingga bermanfaat dan dapat : 30
a. Mempertegas komifinen pada konvensi perubahan iklim
berdasarkan prinsip tanggung jawab bersama yang
dibedakan (Common but dffirentated responsbilities
principle)
30 Termuat dalam Penjelasan Undang-undang Nomor l7 Tentang Pengesahan K."-oto
hotocol to the UNFCCC
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b. Melaksanakan pembangunan berkelanjutan khususnya
untuk menjaga kestabilan konsentrasi GRK di atmosfer
sehingga tidak membahayakan iklim di bumi
c. Membuka peluang investasi baru dari negara industri ke
Indonesia melalui MPB
d. Mendorong kerjasama dengan negara industri melalui
MPB guna memperbaiki dan memperluas kapasitas,
hukun,. kelembagaan dan alih teknologi penururan e*isi
GRK
e. Mempercepat pengembangan industri dan hansportasi
dengan tingkat emisi rendah melalui pemanfaatan
teknologi bersih dan efisien serta pemanfaatan energi
terbarukan
f. Meningkatkan kemampuan
menyeqqk GRK
hutan dan lahan untuk
Selama ini untuk menjaga kelestarian dan mengelola
pemanfaatan hutan di lndonesia pemerintah telah mengeluarkan
peraturan perundang-undangan bidang lingkungan hidup dan
kehutanan, agar pengelolaan sumber daya alam khususnya hutan
tersebut dapat selara, serasi dan seimbang untuk kepentingan
ekonomi dan lingkungan. Disamping pengaturan berdasarkan
ratifikasi negara Indonesia dalam pengelolaan hutan secara
berkelanjutan dan berwawasan lingkungan telah diatur dalam
beberapa peraturan, antara lain :
a. UU Nomor 23 Tahun 1997 Tenrang pengelolaan
Lingkungan Hidup (sebagai pengganti yang mencabut LiIJ
Nomor 4 Tahun I 982 tentang Ketentuan-Ketentuan pokok
Pengelolaan Lingkungan Hidup).
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b. UU Nomor 4 Tahun 1999 Tentang Kehutanan (sebagai
pengganti yang mencabut UU Nomor 5 Tahun 1967
Tentang Kehutanan ).
c. tfU Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber
Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.
d. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1985 Tentang
Perlindungan Hutan.
e. Keputu'san Presiden Nomor 32 Tahun 1990 Tentang
Kawasan Lindung.
f. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2002 Tentang
Dana Reboisasi.
g. Peraturan pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 Tentang
Perlindungan Hutan
h. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahur 2005 Tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Tahun 2004-2009
Mengenai permasalahan perubahan iklim atau pemanasan
global berkaitan dengan pengelolaan lingkungan hidup adalah,
pertama perlunya adapatasi kebijakan terhadap perubahan iklim
(Climate Change) dan pemanasan global (Global Warming)
yang belum dilaksanakan. Fenomena kekeringan (Elnino) dan
banjir (l,anina) yang terjadi secara luas sejak tahun 1990-an
membuktikan adanya perubahan iklim global. Dibandingkan
150 tahun lalu suhu rata-rata permukaan bumi kini meningkat
0,6 derjat C akibat emisi gas rumah kaca (Greenhouse gases)
seperti CO,,CH4, dan Nox dari negara-negara indusri maju.
Sampai tahun 2100 mendatang suhu rata-rata permukaan bumi
diperkirakan akan naik lagi sebesar 1,4-5,8derajat C.
Keseimbangan lingkungan global terganggu, glacier dan lapisan
es di kutup mencair, permukaan laut naik, dan iklim global
berubah. Indonesia sebagai negara kepulauan di daerah tropis
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pasti kena dampaknya, oleh karena itu adaptasi terhadap
perubahan iklim tersebut mutlak dilakukan, khur*nyu yung
terkait dengan strategi pembangunan sektor kesehatan,
pertanian, permukiman dan tata ruang. Sebagai negara yang
notabene masih agraris, perubahan ilim akan menyebabkan
gangguan pada daur air dan produksi pangan di Indonesia. Hujan
yang intensitasnya semakin tinggr dan musim hujan semalin
pendek telah'menyebabkan banjir di tempat+empat yang tidak
biasa. Penggundulan hutan terah memperparah p.*".-uluh*
ini. saat yang sama, penghutanan kembali dan pemeliharaan
hutan yang masih ada bisa membantu beradaptasidengan pola
hunan dan daur air yang berubah ini. permasalahan iniiatr yang
menjadi latar belakang arti penting berlakunya protokol Kyoto
1997 bag1 Indonesia.3r
2. Proyek CDM Sektor Kehutanan Indonesia
Di lain pihak isu perubahan iklim memberi peluang
tersendiri bagi Indonesia, yang terah meratifikasi Kyoto
Protocol, dimana negara-negara industri maju dapat
"menurunkan emisinya" melalui kompensasi berupa invesiasi
proyek CDM (Ctean Development Mechan 
"r) di negaraberkembang seperti Indonesia. Kedua, alternatif pendaiaan
lingkungan belum dikembangkan. Alokasi dana iemerintah
trntuk sektor lingkungan hidup sangat tidak memadai. Dari total
alokasi dana pembangunan, sektor lingkungan hidup hanya
menerima sekitar I persen setiap tahunnya. Dengan terbatasnya
rr Marsudi Triatrnodjo, 2005, Implementas.i,Berlakunln protoko! Kyoto-1997 terhadap
Indonesia, Jomal Hukum Internasional, Volume 2, Bulan Januari 2005, Halaman 29532 PP Nomor 7 Tahun 20O5: ibid, Halaman 343
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keuangan negara, maka upaya pendanaan alternatif harus
diperjuangkan terus menerus sesuai dengan semangat Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Lingkungan Hidup,
antara lain melalui DNS (debt for noture swap), CDM (Clean
Development Mechanism), CDM (Clean Development
Mechonism)dan green tax. Upaya kearah itu masih tersendat
karend sistem dan aturan keuangan negara sangat kaku dan tidak
fleksibel unt'uk mengantisipasi berbagai sistem pembiayaan
inovatif. Selain itu, perlu dikembangkan pula alternatif
pendanaan dari sumber-sumber pendanaan dalam negeri dengan
mengembangkan berbagai mekanisme pengelolaan pendanaan
melalui lembaga keuangan ataupun lembaga independen
lairurya. 32
Daniel Murdiyarso dalam bukunya tentang seri perubahan
iklim, Mekanisme Pembangunan Bersih (CDM)
mengerhukakan bahwa proyek CDM pada dasarnya adalah
proyek bersama dengan tujuan untama mencapai tujuan
pembangunan berkelanjutan dan menghasilkan CER Hal in
dapat diartikan bahwa menghasilkan CER bukanlah segala-
galanya sebab sisi lain dari mata uang CDM adalah tujuan
pembangunan berkelanjutan. Untuk mengarus-utamakan
(nt a in st reaming) pembangunan berkelanj utan ke dalam sektor
kehutanan diperlukan upaya kolektif dari semua pihak
stakeholder, bukan keinginan pemain kehutanan belaka.33
Untuk mengembangkan proyek kehutanan yang dapat
memenuhi kreteria pembangunan berkelanjutan dperlukan
desain yang tepat dan proses penyaringan yang ketat. Desain
tersebut juga memperhatikan kelestarian hutan dan tujuan CDM
sendiri yaitu menurunkan emisi sehingga bermanfaat bagi
perlindungan iklim bumi.manfaat dan mudarat proyek karbon
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hutan perlu ditinjau dari berbagai sudt pandang , antara lain
bagi kelestarian hutan, perlindungan iklim, dan pembangunan
berkelanjutan.3a
Untuk itu hal-hal yang perlu diperhatikan dalam upaya
mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan adalah bahwa
Proye! CDM kehutanan harus :35
a. Menghindari hilangnya keanekaragaman hayati dan
senantiasi menggunakan spesies lokal
b. Memberikan keunhrngan ekonomi yang memadai sehingga
dapat membantu mengentaskan kemsikinan
c. Menghindari penggrnaan lahan yang status hukumnya tidak
jelas sehingga tidak menimbulkan konflik sosial.
Menurut Daniel Murdiyarso, terdapat potensi hambatan dari
segi kerangka peraturan yaitu masih ada beberapa hal yang akan
menyulitkan implementasi CDM kehutanan atau bentuk
investabi lain di bidang jasa lingkungan berupa karbon hutan,
antara lain yaitu : 36
Pertama, adanya Kepres Nomor I l8 Tahun 2000 Tentang
daftar positif dan negatif untuk penanaman modal asing, yang
menyebutkan bahwa modal asing tidak bisa disertakan unhrk
mengembangkan hasil hutan non kayu (non timber forest
p ro du ct - N TF P). Ke giatan ini hanya boleh dilaksanakan investor
lokal dan berskala kecil.Hampir semua kegiatan wanatani pada
umumnya menghasilkan produk non kayu seperti getah, rotan,
buah, dan obat-obatan (dari kulit, daun, buah, dan bahan aktif
3t Daniel Murdyarso, 2005; CDM,Mekanisme Pembangunan Bersih; Penerbit Buku
kompas,Jakarta, Halamanl l7 Daniel Murdyarso,2005: Ibid: llalaman 120
ra Daniel Murdyarso,2005: Ibid: Halaman 120
3s Daniel Murdyarso,2005: Ibid; opcit; Halaman 122
16 Daniel Murdyarso,2005: Ibid; opcit; Halaman 123-l 25
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dari bagian tanaman lainnya). Penyelenggaraan CDMjelas akan
melibatkan modal asing yang ketentuan ini akan mengganjalnya.
Kedua, PP Nomor 34 Tahun 2002 Tentang alokasi lahan
hutan, perencananan hutan, tataguna hutan dan lahan. PP ini
'mengamanatkan bahwa karbon hutan adalah salah satu benhrk
jasa lingkwrgan yang harus dikelola dengan sistem usaha dan
secara khusus dirancang untuk mengantisipasi pelaksanaan
Protokol Ky'oto di Indonesia. Namun demikian masalah-
masalah yang terkait dengan kepemilikan lahan tidak diatur,
sebaliknya PP ini menerapkan pembatasan areal dan waktu yang
menlurangi daya tarik atau insentif bagi investasi karbon
hutan.Areal seluas 1.000 ha untuk setiap ijin dan hanya dua
ijin akan diberikan untuk tiap kabupaten akan telalu kecil untuk
mendapatkan perolehan karbon yang memadai unttrk menutup
buaya fansaksi.Dari seg waktu ijin usaha hanya diberikan untukjangka'waktu l0 tahun dan tidak jelas mekanisme
perpanjangannya jika diperlukan investor. Batasan waktu ini
juga merpakan ketidakpastian atau resiko berusaha dalam
bidang karbon hutan yang memerlukan jangka yang cukup
panjang.Penggalan;penggalan waktu misalnya tiga kali tujuh
tahun periode laedit harusnya dapat diakomodasikan dalam
peraturan ini.
Ketiga, sebagai konsekuensi logis dari Undang-undang
nomor 22 tahun 1999'tentang pemerintah daerah adalah
mtrnculnya berbagai peraturan daerah (perda) yang baru. Proses
belajar dan transisi pemeritahan yang sentralistik menjadi
desentralistik ini sangat berpengaruh pada seklor kehutanan,
khususnya di daerah-daerah yang memiliki hutan sebagai tulang
pung$mg ekonomi daerah. Tidak adanya persiapan yang matang
dalam proses transisi yang memberi kesempatan untuk
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melakukan interpretasi IJU sebelum diterapkan di lapangan
telah menimbulkan kemerosotan kualitas dan larantit* r.*b",daya alam termasuk hutan. Jika pemerintah daerah tidak
berupaya memperbaiki ikrim investasi di daerahnya maka
.berbagai perda yang baru akan menjadi potensi mengurangl
bahkan menghalangi daya tarik investasi karbon di -daerah
kabupaten/kota.
Berdasarkan ketiga hambatan .tersebut bila menjadi
hambatan dalam implementasi proyek CDM, daiam
hubungannya dengan pembagian kewenangan pusat dan daerah
maka perlu ditegaskan bahwa protokol Kyoto adalah peryanjian
internasional dan pemeritah pusat adalah pihak yang menjadi
anggota protokol kaoto. pemerintah pusatlah yang bertanggungjawab atas pelaksanaan dan hasil proyek-pioyet CbU,
sementara pemerintah propinsi, kabupaten dan kota harus
menyesuaikan diri dengan kelembagaan nasional yang
diterapkan oleh pemerintah pusat, dengan mengadopsi
ketentuan-ketenuan internasional. Ketika proyet
diimplementasikan di daerah maka pemerintah daerahlah yang
perlu pro-aktif dan.meleng:kapi diri.
C. KESIMPULAN DAN SARAN
KESIMPULAN
Berdasarkan uraian yang penulis sajikan dalam paparan
tersebut di atas dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut-:
1. lndonesia sebagai negara yang memiliki hutan tropis terbesar
kedua setelah Brasil ternyata kebijakan kehutanan dan
pengendalian terhadap kerusakan hutan masih sangat lemah
dan belum dapat menjawab ancaman pemanasan Grobal
Kcbij ahaa Doa Pe ngeadslian Kcrusahaa Huua Tc rh adap....,.... ( Budi H eadojo)
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(Global Warming). Di masa datang pengendalian kerusakan
hutan seperti kebakaran hutan, pembalakan liar dan masalah
penegakan hukum kehutanan harus mendapat prioritas
penanganan yang serius. Melalui pengelolaan dan
manajemen kehutanan berkelanjut an (Su st a i n a b I e Fo re st
M an a gem ent - SM F), diharapkan dapat menj awab tantan gan
pemenasan global dewasa ini.
2. Negara Indonesia sebagai bagian dari masyarakat
internasional telah melakukan pengesahan (ratifikosi) atas
keputusan (lnited Nations Framework Convention on
Climate Change (UNFCCC) ke dalarn Uundang Undang
Nomor 6 Tahun 1994, dan meratifikasi Kyoto Ptotocol to
the United Notions Framework Convention on Climate
Change ke dalam Undang Undang Nomor 17 Tahrur 2004.
Namur demikian sebagai regulasi ternyata Undang Undang
Nonlor 4l Tahun 1999 Tentang Kehutanan beserta peraturan
pelaksanaan lainnya ternyata belum mengadopsi Protokol
Kyoto secara benar. Proyek-proyek CDM akan sulit
diterapkan di Indonesia oleh karena hambatan regulasi baik
pusat maupun daerah, khususnya sektor kehutanan belum
memperhatikan pentingnya manajemen hutan lestari
sehingga peluang investasi di Indonesia sangat kecil'
SARAN
kesimpulan yang penulis
disampaikan saran sebagai
Berdasarkan uraian dan
kemukakan di atas maka dapat
berikut :
1. Kebrjakan kehutanan sebagai
pemanasan global diharapkan
bagran dari upaya mengatast
pemerintah segera bertindak
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secara cepat, untuk membenahi manajemen kehutanan,
sehingga agenda Clean Development Mekanism (CDM)
dapat dilaksanakan secara benar sesu:ti prinsip-prinsip yang
termuat dalam Protokol Kyoto.
2. Segera melakukan kajian ulang atau merevisi undang-undang
Nomor 4 I Tahun 1999 Tentang Kehutanan beserta peraturan
pelbksanaannya untuk disesuikan dengan kebutuhan dan
perkembangan berkaitan dengan pemanasan global,
khususnya sebagai penyelarasan keputusan konvensi
LINFCCC dan Protokol Kyoto.
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